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ABSTRAK

Wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri dari berbagai pulau-pulau serta wilayahnya
berada dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu Indonesia sangat menarik di
mata dunia di karenakan Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam yang indah
yang tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain. Sehingga banyak orang asing yang
ingin sekali bertempat tinggal di Indonesia. Pengertian agraria dan hukum agraria
meliputi bumi,air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya. Banyaknya permasalahan kepemilikan tanah yang terjadi di Indonesia
menimbulkan perebutan hak atas tanah oleh kedua belah pihak serta juga dapat
melibatkan pihak-pihak lain, berkaitan dengan orang asing yang ingin memiliki tanah
di Indonesia. Tentang sengketa tanah antara WNA dengan WNI yang dimana aturan ini
di dasari oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria yang di tulis UUPA. Dalam penulisan hukum ini penulis
akan membahas siapa saja yang dapat memiliki tanah di Indonesia dan bagaimana
keabsahan kepemilikan tanah oleh orang asing di Indonesia serta permasalahan apa
yang timbul apabila WNA menggunakan nama WNI sebagai pemegang Hak Milik atas
tanah.

Kata Kunci : Keabsahan Hak Tanah, Kepemilikan Tanah, Sengketa Tanah Antara WNA
dan WNI

ABSTRACT

Indonesia's territory is very broad and consists of various islands and its territory is
from Sabang to Merauke. Therefore Indonesia is very attractive in the eyes of the world
because Indonesia has a lot of beautiful natural wealth that is not widely owned by
other countries. So that many foreigners who are eager to reside in Indonesia. The
definition of agrarian and agrarian law covers the earth, water, and space as well as the
natural wealth contained therein. The many problems of land ownership that occur in
Indonesia lead to struggles over land rights by both parties and can also involve other
parties, relating to foreigners who want to own land in Indonesia. Regarding land
disputes between foreigners and Indonesian citizens, in which this regulation is based
on the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations written
in the Logga. In writing this law, the writer will discuss who can own land in Indonesia
and how is the legal ownership of land by foreigners in Indonesia and what problems
arise when foreigners use the name of Indonesian citizens as holders of ownership
rights over land.
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PENDAHULUANUndang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan ini yang di tulis UUPAmanganut arti dan ruang lingkup hukum agraria yang luas, yaitu merupakansuatu kelompok dari berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaanatas sumber-sumber alam, yang berupa lembaga-lembaga hukum danhubungan-hubungan hukum kongkret dengan sumber-sumber alam, yaituhukum tanah, hukum air, hukum pertambangan dan hukum yang mengaturpenguasaan (unsur-unsur tertentu dari ruang angkasa).Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untukmempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan demikianpula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedardiperlukan untuk keperluan yang langsung berhubungan denganpenggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini danperaturan hukum lain yang lebih tinggi.1
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN STATUS KEPEMILIKAN

TANAH

A. Perjanjian

Pengertian PerjanjianPerikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang bersifat abstrak,yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaanantara dua atau lebih orang atau pihak, di mana hubung an hukum tersebutmelahirkan kewajiaban kepada salah satu pihak yang terlibat dalamhubungan hukum tersebut.2Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukumkekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang
1 Samun ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), hlm 61.2 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, “Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2014), hlm.1.
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satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lainberkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya macam-macamhak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikankebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakanperjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umumdan kesusilaan.
Syarat Sah PerjanjianSuatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibathukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah danmengikat.
WanprestasiWanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena: 3a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.b. Adanya keadaan memaksa (overmacht).Wanpestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupaempat macam:4a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimanadijanjikan;c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai adaempat macam, yaitu:5a. Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengansingkat dinamakan ganti-rugi;
3 Simanjuntak,“Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”,(Jakarta: Djambatan,2009)., hlm.3394 Ibid., hlm. 3405 Subekti,Op.Cit., hlm.45.
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b. Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahanperjanjian;c. Ketiga : peralihan risiko;d. Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depanhakim.
Berakhirnya PerjanjianBerakhirnya suatu perjanjian, adalah:a. PembayaranPembayaran adalah pelunasan atau pemenuhan dalam perjanjian.Pembayaran itu sah apabila dilakuan oleh orang yang berhak atau pemilikbarang itu dan berkuasa memindahkannya.6b. Pembaruan utang (novasi)Pembaharuan utang (novasi) adalah suatu pembuatan perjanjian baruyang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatuperikatan baru.7 Menurut Pasal 1415, kehendak untuk mengadakan suatupembaharuan hutang itu, harus ternyata secara jelas dari perbuatan parapihak.8c. Perjumpaan utang (Kompensasi)Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antaramereka suatu perjumpaan utang, dengan mana utang-utang antara keduaorang tersebut dihapuskan. Menurut Pasal 1426 KUHPer, perjumpaanutang itu terjadi demi hukum, bahkan tanpa sepengetahuan orang-orangyang berutang. Dengan demikian, perjumpaan itu harus diajukan ataudimintakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.9d. Percampuran utang (konfusio)Percampuran utang terjadi akibat keadaan “bersatunya” kedudukandebitur dan kreditur paa diri seseorang. Menurut Pasal 1436 KUHPerdata,bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang dengan
6 Simanjuntak,Op.Cit., hlm.324.7 Subekti,Op.Cit., hlm.326.8 Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, (Jakarta: Intermasa,1995), hlm.156.9 Simanjuntak.,Op.Cit., hlm.327.
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sendirinya menurut hukum telah terjadi “percampuran utang” atau
confusio, dan dengan sendirinya pula semua tagihan menjadi terhapus.10e. Pembebasan hutangMenurut Pasal 1438 KUHPerdata, pembebasan atau penghapuan utangtidak dapat hanya diduga-duga,melainkan harus dibuktikan.11 Suatuperjanjian baru di mana si berputang dengan sukarela membebaskan siberhutang dari segala kewajibannya. Perikatan hutang piutang itu telahhapus karena pembebasan, kalau pembebasan itu diterima baik oleh siberutang, sebab ada juga kemungkinan seseorang yang berhutang tidaksuka dibebaskan dari hutangnya.12f. Pembatalan perjanjianPerjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang yang tidak cakap untuk brtindak sendiri, begitu pula yang dibuatkarena paksaan, khilafan atau penipuan atau pun mempunyai sebab yangbertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum,dapat dibatalkan.pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwakeadaan antar kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjianbelum dibuat.13

B. Status kepemilikan tanah

Hak MilikHak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yangmemberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberian kembalisuatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut, yanghampir sama dengan kewenangan negara untuk memberikan hak atas tanahkepada warganya. Hak ini, meskipun tidak mutlak sama, tetapi dapatdikatkan mirip dengan eigendom atas tanah menurut Kitab Undang-UndangHukum Perdata, yang memberikan kewenangan yang paling luar pada
10 Djaja S. Meliala,Op.Cit., hlm.82.11 ibid12 Subekti, Op.Cit., hlm.159.13 Op.Cit., hlm. 160.
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pemiliknya, dengan menentukan harus memperhatikan ketentuan Pasal 6Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan: “Semua hak atas tanahmempunyai fungsi sosial.”Dapat diketahui bahwa pada dasarnya hak milik atas tanah hanyadapat dimiliki oleh warga Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimilikioleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan Indonesiamaupun yang didirikan luar negeri dengan pengecualian badan-badanhukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hakmilik atas tanah. Ini berarti selain warga negara Indonesia tunggal, danbadan-badan yang ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963,yang terdiri dari:Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank Negara);a. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikanberdasarkan atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran Negaratahun 1958 No. 139);b. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Mentri Pertanian/Agrariasetelah mendengar Mentri Agama;c. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Mentri Perikanan/ Agraria setelahsetelah mendengar Mentri Kesejahteraan Sosial;Tidak ada pihak lain yang dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah diIndonesia. Dengan ketentuan yang demikian berarti setiap orang tidaklahdapat dengan begitu saja melakukan pengalihan hak milik atas tanah. Iniberarti Undang-Undang Pokok Agraria memberikan pembatasan peralihanhak milik tanah.
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Hak Guna UsahaHak Guna Usaha adalah hak yang diberikan oleh negara kepadaperusahaan pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan untukmelakukan kegiatan usahanya di Indonesia.Subjek Hak Guna Usaha. Yang dapat mempunyai (subjek hukum) HakGuna Usaha menurut Pasal 30 UUPA jo. Pasal 2 PP No.40 Tahun1996,adalah:14a. Warga Negara Indonesiab. Badan Hukum yang didirikaan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia (badan hukum di Indonesia).Bagi pemegang Hak Guna Usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai subjekHak Guna Usaha, maka dalam waktu 1 tahun wajib melepaskan ataumengalihakan ata mengaihkan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhisyarat. Kalau hal ini tidak dilakukan, mak Hak Guna Usahnya hapus karenahukum dan tanahnya menjadi tanah negara.Asal tanah Hak Guna Usaha adalah tanah negara, maka hak tanahtersebut harus dilakukan pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang hakdengan pemberian ganti krerugian oleh calon pemegang Hak Guna Usaha danselanjutnya mengajukan permohonan pembeian Hak Guna Usaha danselanjutnya mengajukan permohonan pemberian Hak Guna Usaha kepadaBadan Pertanahan Nasional.
Hak Guna BangunanHak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyaibangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktuselama 30 tahun. Jadi, dalam hal ini pemilik bangunan berbeda dari pemilikhak atas tanah di mana bangunan berbeda dari pemilik hak atas tanah dimana bangunan tersebut didirikan. Ini berarti seorang pemegang Hak GunaBangunan adalah berbeda dari pemegang Hak Milik atas bidang tanah dimana bangunan tersebut didirikan; atau dalam konotasi yang lebih umum,

14 Urip Santoso,Op.Cit., hlm.99.
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pemegang Hak Guna Bangunan bukanlah pemegang Hak Milik dari tanah dimana bangunan tersebut didirikan.Dalam rumusan Pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut dapatdiketahui bahwa undang-undang memungkinkan dimilikinya Hak GunaBangunan oleh badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukumNegara Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dua ketentuantersebut, yaitu:15a. Didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia;danb. Berkedudukan di Indonesia;Adalah dua unsur yang secara bersama-sama harus ada, jika badanhukum tersebut ingin mempunyai Hak Guna Bangunan di Indonesia. Iniberarti badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Indonesiatetapi tidak berkedudukan di Indonesia tidak mungkin memiliki Hak GunaBangunan atau badan hukum yang tidak didirikan menurut ketentuan hukumIndonesia, tetapi bekedudukan di Indonesia juga tidak dapat memiliki HakGuna Bangunan.16
Hak PakaiDalam rumusan yang diberikan dalam Pasal 41 Undang-Undang PokokAgraria tersebut dapat kita ketahui bahwa bagaimana halnya hak gunabangunan, pemberian hak pakai ini pun dapat bersumber pada:17a. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam bentuk keputusanpemberian hak oleh pejabat yang berwenang;b. Tanah yang teah dimiliki dengan hak milik oleh orang perorangantertentu, berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah tersebut.Sehubungan dengan perjanjian dengan pemegang hak miik atas tanahtersebut, dalam Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan bahwaperjanjian tersebut haruslah bukan perjanjian sewa-menyewa atauperjanjian pengolahan tanah.

15 Ibid., hlm.191-192.16 Ibid17 Ibid., hlm.246.
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C. Status Orang Asing di IndonesiaOrang asing dalam suatu negara harus diketahui siapa termasuk warganegara karena untuk orang asing selalu bertitik tolak pada kewarganegaraannegara itu. Sebaliknya, tentang siapa-siapa warga negara dapat diketahui dariundang-undang kewarganegaraan masing-masing negara.18 Berdasarkanketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa barang siapa bukanwarga negara Republik Indonesia adalah orang asing. 19Hukum tentang orang asing sebagian terbentuk melalui pengaturanhukum nasional yang mengatur status hukum orang asing dan sebagian lagiberasal dari aturan-aturan hukum internasional yang mengikat negara untukmemberikan suatu perlakuan tertentu terhadap orang-orang asing.Terdapat dua prinsip perlakuan bagi orang asing, yaitu orang asing harusmenikmati hak serta jaminan yang sama dengan warga negara tempat iatinggal, tidak kurang dari jaminan untuk menikmati hak-hak fundamentalmanusia yang telah ditetapkan. Prinsip yang kedua adalah bahwa apabilahak-hak fundamental tersebut dilanggar, akan melahirkan tanggung jawabterhadap negara pelaku.20
STATUS KEPEMILIKAN TANAH OLEH ORANG ASING DI INDONESIA

A. Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing di IndonesiaDi dalam ketentuan asas kebangsaaan atau asas nasionalitas yang terdapatpada penjelasan umum UUPA bahwa asas Nasionlitas yang memberikanbatasan dalam lalu lintas tanah ini yang mengakibatkan terdapat perlakuanyang berbeda atas benda tanah dan benda bukan tanah. Hal ini dituangkanpada Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan: “Seluruh wilayah indonesiaadalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia”. Asas ini hanyamemberikan hak kepada warga negara Indonesia (WNI) dalam kepemilikan
18 Sundargo Gautama,”Warga Negara dan Orang Asing”,(Bandung:Alumni,1975),hlm.5. 19 Yudha Bhakti Ardhiwisastra,”Hukum Internasional”,(Bandung:Alumni,2003),hlm.10 20 Ibid., hlm.12-13.
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hak atas tanah, telah tertutup kemungkinan warga negara Asing (WNA)untuk dapat memilikinya.Adanya larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi orang asing danBadan Hukum Komersil sebagaimana ketentuan Pasal 21 UUPA, yang didalam kepemilikan hak atas tanah terdapat perbedaan pelakuan, sehinggatimbul keinginan bagi WNA dan Badan Hukum komersil memiliki hak miliktersebut tidak mempunyai batas waktu dalam kepemilikinya. Perbedaanperlakuan dalam kepemilikan hak atas tanah ini menimbulkan perbuatanuntuk melakukan penyelundupan hukum guna memiliki hak atas tanahdengan cara-cara yang dilakukan oleh WNA yang bekerja sama dengan WNI,dan hal ini biasanya dipermudah dengan bantuan Notaris yang membuatperjanjian Trustee, yaitu bank yang melakukan kegiatan Trust sesuai denganketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) antara WNA dengan WNIsecara melawan hukum. Permasalahan terhadap kepemilikan hak atas tanahyang dilakukan oleh WNA bersama-sama dengan WNI dan Notaris padakenyataaanya sangat sulit dibuktikan, meskipun masalah ini seringterungkap di publik baik melalui media koran maupun televisi, tetapikenyataannya permasalaahan ini tidak dapat dituntaskan. Akibatnya, dalamkepemilikan hak milik atas tanah ini dilakukan secara melawan hukumdengan membuat perjanjian Trustee yang berisi akan kepemilikan hak milikatas tanah, WNA berlaku sebagai Trustor dan sekaligus penerima manfaatnyakepada Trustee seorang WNI yang dipercaya dengan memakai/meminjamnama WNI (perjanjian Nominee) biasanya dibuat oleh seorang pejabatNotaris.Kepemilikan hak milik atas tanah selain merupakan incaran yangdiinginkan oleh semua orang baik WNI yang diperolehkan oleh undang-undang sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga diincar oleh WNA yangsangat berkeinginan mendapatkan hak tertinggi tersebut, selain biasamenjadi investasi dengan mendapat keuntungan dikemudian hari, jugakepemilikan hak milik atas tanah merupakan syarat untuk mendapatkankredit bank lebih memudahkan dengan beban jaminan hak tanggungan.
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Sehingga hal inilah yang menjadikan alasan mengapa WNA menginginkankepemilikan hak milik atas tanah tersebut, meskipun diperoleh dengan caramelakukan penyelundupan hukum.21Pada asas Nasionalis dan asas Individualitas menyebabkan terjadiberbagai upaya untuk memperoleh kepemilikan hak atas tanah tertentu baikdari WNA maupun Badan Hukum dengan cara melakukan penyelundupanhukum.Adanya perbedaan perlakuan terhadap kepemilikan hak atas tanah bagipihak WNA dan Badan Hukum komeril, sehingga menimbulkan keinginanuntuk memiliki hak atas tanah yang lebih memadai seperti kepemilikan hakmilik, meskipun didapati dengan cara melakukan penyelundupan hukum.
B. Aspek Hukum Mengenai Orang Asing yang Membeli Tanah di

IndonesiaPengertian orang asing yakni bukan WNI, yang keberadaanyamemberikan manfaat, berusaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.Kepemilikan orang asing atas tanah di Indonesia dibolehkan untuk rumahtinggal diatas kaveling sendiri dengan dinding bangunan tidak dibanguntepat pada batas kaveling. Atau, bertempat tinggal di apartemen dengankategori menengah dan atas.Orang asing yang diperbolehkan memiliki rumah untuk tempat tinggalatau hunian apartemen, dipersyaratkan;221. Memiliki izin tinggal di Indonesia2. Kepemilikan tanah hanya dengan (sertipikat) hak pakai dengan jangkawaktu 30 tahun (hak pakai untuk WNI hanya 25 tahun)3. Tidak boleh memiliki tanah lebih dari 1 bidang/orang atau 1bidang/keluarga dan tidak lebih dari 2.000m24. Kepemilikan dengan harga rumah/unit apartemen dibatasi pemerintahper provensi
21 Ibid., hlm.10.22 Gunanegara, “Mengenal Hukum Agraria dan Real Estate Law”,(Jakarta:Tatanusa,2018), hlm.212.
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5. Kepemilikan rumah harus rumah baru atau apartemen baru yang berdiridiatas tanah hak pakaia. Rumah tunggal, di atas tanah:231) Hak pakai;2) Hak pakai di atas tanah hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjiandengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah; atau3) Hak pakai yang berasal dari perubahan hak milik atau hak gunabangunan.b. Unit partemen (sarusun) yang:241) Dibangun di atas bidang tanah hak pakai;2) Dibangun diatas tanah gak guna bangunan atau hak pengelolahan3) Perubahan otomatis Hak Milik Satuan Rumah Susun menjadi Hak PakaiSatuan Rumah Susun.6. Pewarisan rumah atau apartemen hanya diperbolehkan kepada ahli warisWNI atau WNA yang memiliki izin tinggal di Indonesia.7. Jika menginggalkan Indonesia, dalam waktu satu tahun harus mengalihkanrumah atau apartemennya kepada pihak yang memenuhi syarat menuruthukum agraria Indonesia. Pelanggaran persyaratan ini, rumah/apartemendilelang jika Hak pakai diatas tanah negara atau menjadi milik pemegangHak milik jika dibangun diatas Hak milik orang lain.Siklus perbuatan hukum orang asing atas tanah Hak Milik/Hak GunaBangunan uang secara otomatis menjadi Hak Pakai perubahan Hak Milik atauHak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai, daan perubahan Hak Milik AtasRumah Susun harus diajukan dengan permohonan tertulis kepada KepalaKantor Pertanahan setempat, dengan disertai:25a. Blanko permohonan yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani orangasing oleh pemohon atau kuasanya yang sah, yang berlaku sebagaiketerangan melepaskan hak atas tanah semula;
23 Ibid24 Ibid25 Ibid., hlm.124.
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b. Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Milik Atas SatuanRumah Susun, yang dimohon perubahan haknya;c. Kutipan risalah lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang, apabila hakyang bersangkutan dimenangkan oleh orang asing dalam suatu pelelanganumum;d. Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila Hak Milik atauHak Guna Bangunan tersebut dibebani Hak Tanggungan;e. Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolahan, apabila Hak MilikAtas Satuan Rumah Susun di atas Hak Pengelolahan, yang berlaku untukseluruh Sarusun;f. Bukti sah pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;dang. Bukti identitas pemohon.
C. Penguasaan Kepemilikan Tanah Oleh Asing Dengan Mediasi

Perjanjian Penggunaan Nama Warga Negara Indonesia (WNI) Untuk

Memenuhi  Penguasaan Tanah di Indonesia

Nominee mempunyai dua arti yang berbeda: pertama, nominee merujukpada suatu usulan, atau nominasi kandidat atau calon ntuk menduduki suatujabatan tertentu, untuk memperoleh suatu penghargaan tertentu, atau untukjenis-jenis pencalonan lainnya; kedua, Nominee memberikan pengertiansebgai seorang yang mewakili kepentingan pihak lain. dalam pengertian yangkedua ini, seorang Nominee dibedakan dari seorang pemberi kuasa dalamkeadaan; bahwa Nominee. menjadi pemilik dari suatu benda (termasukkepentingan atau hak yang lahir dari suatu perikatan) yang berada dalampengurusannya; sedangkan penerima kuasa tidak pernah menjadi pemilikdari benda (termasuk kepentingan yang diurus oleh nominee ini.keberadaan nominee di indonesia sudah bukan merupakan hal yangbaru. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setiap bentuk kepemilikan yangtidak mungkin dilaksanakan oleh orang asing di Indonesia, seperti halnyapemilikan hak atas tanah dalam bentuk Hak Milik, dkuasai melalui
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penunjukan nominee oleh orang asing tersebut. Nominee yang ditunjuktersebut adalah warga negara Indonesia yang dalam pandangan hukumIndonesia adalah orang atau pihak yang diperbolehkan untuk menjadipemegang Hak Milik atas tanah. Selanjutnya, untuk melindungi kepentingandari orang asing tersebut, dibuatkan berbagai macam dokumen pendukung,mulai ari pemberian pinjaman yang disertai dengan agunan berupa bidangtanah tersebut tersebut hingga pada berbagai macam perjanjian yangeksekusinya seringkali dipertanyakan efisiensinya.Lahirnya lembaga Trustee merupakan latar belakang pengaturankepemilikan tanah. melihat dari asal usul adanya trusts merupakan salahsatu bentuk equality, yang merupakan produk tak langsung dari feodalismeyang berkembang di inggris setelah masa Norman (the Norman Conquest)pada tahun 1066. pada masa itu kepemilikan atas tanah yang berada ditangan raja (crown) yang didistribusikan kemanfaatannya kepada rakyatmelalui para tuan tanah-tuan tanah (overland).Kepemilikan hak atas tanah oleh WNA melalui perkawinan salah satuaspek kehidupan itu ialah yang langsung mengenai kehidupan seseorang darikeluarganya yaitu dengan terikatnya seseorang dalam sebuah perkawinan.Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangpekawinan, tidak hanya sekedar sebagai perbuatan hukum yangmenimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatankeagamaan, sehingga dah tidaknya suatu perkawinan ditenntukan menuruthukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkanperkawinan. hal ini berbeda sekali dengan konsepsi perkawinan menurutHukum Perdata Barat yang memandang perkawinan hanya sebagaiperbuatan keperdataan belaka sebagaimana yang ada dalam Pasal 26 BWyang menyatakan: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanyadalam hubungan-hubungan perdatanya”.Pasangan perkawinan WNA dengan WNI, jika terjadi perceraian,sebagaimana Burgerlijk Wetboek (BW) mengatur bahwa pasangan suami-istriini mendapat masing-masing sebahagian dari harta perkawinannya baik
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bergerak maupun tidak bergerak. Sehingga untuk harta yang bersertifikatatas nama pasangan yang WNI baik itu atas kepemilikan hak milik maupunHak Milik lainnya tetap menjadi bagian dari pasangan WNA.Kepemilikan hak atas tanah oleh WNA melalui waris sebagaimnadiuraikan atas aspek kehidupan , sehingga terjadinya turun temuun keluargadapat  dilakukan di mana saja, baik dari perkawinan atau pernikahan dansebagainya. terhadap kehadiran seseorang melalui waris terjadi karenaketurunan.Terhadap kepemilikan hak atas tanah akibat warisan yang didapatkandengan surat keterangan waris, dengan memerhatikan penggolongan warganegara, sebagai berikut:26a. Golongan keturunan Eropa, surat keterangan waris dibuat oleh notaris;b. Golongan penduduk asli/pribumi, surat keterangan waris oleh para ahliwaris, disaksikan oleh lurah diketahui oleh camat;c. Golongan keturunan Tionghoa oleh notaris;d. Golongan keturunan timur asing lainnya (seperti India dan Arab) suratketerangan waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.
D. Hak Kepemilikan Tanah di Wilayah Indonesia Bagi Orang AsingKepemilikan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan berbagai caradalam perjanjian berkenaan dengan penguasaan tanah oleh WNA, yangdilihat secara sepintas lalu, perjanjian itu dilakukan secara notarial yangseolah-olah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku,karena tidak dalam bentuk pemindahan hak secara langsung.

26 Anita D.A. Kolopaking,Op.Cit., hlm.157.



PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 01, Januari 2020, Halaman 28-52
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485

p-ISSN:2716-0440

43

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam bentuk pemindahan haksecara terselubung, antara lain:a. Melalui cara membangun bangunan di atas tanah milik WNI, sebagaimanahak yang dapat dimiliki oleh WNA adalah Hak Pakai, sedangkan Hak Milikmerupakan hak yang dapat menjadi induk hak atas tanah tersebut,termasuk misalnya Hak Guna Bangunan, Hak Sewa untuk bangunan. UUPAmenentukan bahwa hanya WNI yang dapat menjadai subjek Hak Milik.Semakin terbukanya peluang bagi WNA untuk tinggal di Indonesiaberhubung dengan tugas/pekerjaannya, sedangkan mereka tidak dapatmenjadi subjek Hak Milik, karena WNA bukan subjek Hak Milik seringtimbul gagasan untuk memberi kemungkinan WNA memiliki bangunannyasaja, sedangkan tanhnya adalah milik WNI yang diserahkan dengan HakSewa untuk bangunan atau Hak Pakai.Hak Pakai yang diberikan adalah hak untuk menggunakan dan/ataumemungut hasil tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanahmilik orang lain yang memberi wewenang dan kewajibannya tertentu bagipemegaang haknya, sedangkan pada Hak Sewa untuk bangunan adalahhak yang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar uang sewayang n penggunan dan penguasulan atau tahun. Pemilik menyerahkantanah dalam keadaan kosong kepada penyewa dengan maksud penyewayang akan mndirikan bangunan di atas tanah tersebut.
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Pada prinsipnya, bangunan itu menjadi miik penyewa, kecualiditentukan lain dalam perjanjian. WNA yang berkedudukan di Indonesiadapat menjadi subjek Hak Pakai dan Hk Sewa untuk bangunan.Adanya asas pemisahan horizontal yang dianut oleh hukum tanahnasional, sehingga secara yuridis untuk menyerahkan Hak Milik kepadaWNA dengan Hak Sewa untuk bangunan atau Hak Pakai, yang berartibahwa pada prinsipnya pemiikan bangunan terpisah dengan penggunaantanahnya kecuai jika menurut kenyataan pemilikan bangunan danpenguasaan hak atas tanahnya berda pada satu tangan. Secara yuridis halini dapat dilakukan antara sesama WNI. Namun, hal ini tidak dapatdilakukan terhadap WNA yang secara yuridis tidak dapatmepertanggungjawabkan, karena bertentangan dengan undang-undang,yakni melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPA yakni laranagn pemindahan hak.Meskipun pemindahan hak yang dilakukan tidak secara substansial hal inimerupakan pemindahak hak yang taklangsung. Sebagai indikasi adanyapemindahan hak secara terselubung, jika terjadi hal-hal berikut ini:1) Uang sewa dibayar sekaligus atau uang pengganti untuk menyerahkanHak Pakai, besarnya kurang lebih sama dengan harga tanah itu;2) Jangka waktu perjanjian melampaui batas kewajaran;3) Pemilik hanya dapat meminta kembali tanahnya dengan membayarkembali sebesar harga tanah yang sebenarnya; dan lain sebagainyab. Tanah Hak Milik diserahkan dalam keadaan kosong oleh pemegang HakMilik (WNI), ynag tanahnya didaftarkan dengan Hak Pakai atu Hak Sewa.
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Pada akhirnya, perjanjian berakhir apabil pemegang Hak Milik seakanmenebus kembali harga jual dahulu dengan membeli sekarang. Sehinggauraian ini juga termasuk penyelundupan hukum yang dilarang oleh UUPA.Oleh karena itu, WNA dalam memiliki bangunan adalah dengan pemberianHak Pakai oleh negara yang wajib didiaftarkan melaui ketentuanPeraturan Mentri Agraria No. 1 Tahun 1966. Pendaftaran Hak Pakaitersebut memenuhi asas publisitas dan akhirnya Hak Pakai dapatdipindahtangankan sebagaimana Hak Milik,Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan.c. Berkedok dengan melakuakn jual beli atas nama seorang WNI, sehinggasecara yuridis formal tidak menyalahi peraturan, dengan melakukanperjanjian antara WNI dan WNA melalui pemberian kuasa (dilakukandengan memberikan kuasa mutlak), yang membrikan hak yang tidak dapatditarik kembali oleh pemberi kuasa (WNI) dan memberikan kewenanganbagi penerima kuasa (WNA) untuk melakukan segala perbuatan hukumberkenaan dengan hak atas tanah tersebut, yang menurut hukum hanyadapat dilakukan oleh pemegang hak (WNI) sehingga pada hakikatnyaadalah pemindahan hak atas tanah. Sehingga perjanjian yang dibuatantara WNI dan WNA tersebut tidak sah karena secara substansialmelanggar ketentuan undang-undang yakni Pasal 26 ayat (2) UUPA yangmenyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum dan tanahnyajatuh kepada negara. Meskipun demikiian, bahwa tidak semua pemberiankuasa semacam itu dilarang. Pemberian kuasa di bidang pertanahan yang
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tidak berakibat dilanggarnya peraturan perundang-undangan secarayuridis diperkenankan.Bagi WNA yang mendapat kesempatan bekerja di Indonesia, padadasarnya membawa dampak positif dilihaat dari berbagai segi. Namun,dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang berkenaan denganpemberian hak atas tanah kepada WNA diprlukan sikap yangakomodatif, tetapi dilandasi denagn konsistensi konsep yang berlakudalam hukum tanah nasional kita. Jika jalan keluar terebut secarayuridis dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konsep yang ada,tentulah operasionalisasinya menghendaki disediakannya perangkathukum yang mendukung sehingga terjamin kepastian hukum bagisemua pihak yang berkepentingan.Sehingga diharapkan segera terwujudnya Peraturan Pemerintahtentang Hak Pakai, undang-undang tentang Hak Tanggungan atas tanah,dan pengaturan tentang pemberian dan penggunan kuasa di bidangpertanahan yang akan memuat hal-hal antara lain: esensi pemberiankuasa yang dilarang, pemberian kuasa yang diperkenankan disertaidengan syarat-syarat dan jangka waktu berlakunya, dan penyelesaianmasalah hukum berkenan dengan penerbitan pemberian kuasa yangdilarang, termasuk mekanisme dan tata caranya serta sanksi terhadappelanggarannya.d. Memiliki apartemen dengan menyewa tanah, merupakan salah satu carayang dilakukan oleh WNA dalam memiliki satuan rumah susun yang
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didirikan di atas tanah Hak Pakai, sehungga disini diperlukan ketegasanbahwa hal tersebut merupakan satu-satunya kemungkinan yang secarayuridis dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Pasal 42 UUPAdan Pasal 8 Undang-undang tentang Rumah Susun. Akan tetapi, Hak Pakaiyang digunakan dalam membangun rumah susun ini sebagian pihakberpendapat Hak Pakai yang dipakai sebagai hak atas tanah tidak cukupkuat. Sehingga timbul gagasan untuk pembangunan rumahsusun/apartemen di atas tanah Hak Guna Bangunan disewa dari pihaklain, dalam hal ini developer atau perusahaan pembangunan.
Permasalahan Yang TimbulDalam Putusan Nomor: 9/PT.G/PN/2018/PN.SKB memilikipermasalahan sebagai berikut:a. Permohonan balik nama sertifikat hak milikBahwa Penggugat adalah orang asing yang menggugat Tergugat I seorangWNI untuk membaliknamakan kepemilikan sertifikat hak atas tanahmenjadi atas nama Penggugat yang merupakan WNA ,hal ini tentu tidakdapat di kabulkan oleh majelis hakim karena tetulis dalam Pasal 5 Tahun1960 tentang Undang-Undang Dasar Pokok Agraria bahwa hanya WNI sajayang berhak memiliki hak atas tanah di Indonesia, maka majelis hakimmenolak gugatan dari Penggugat. Karena hanya WNI yang dapat menjadisubjek hak atas tanah, akibat kaikatan hubungan erat antara bangsaIndonesia dengan alam yang dimiliknya yaitu bumi, air serta ruang udaraini membuat keterbatasan WNA untuk dapat memiliki Hak Milik atas
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tanah, bahwa kepemilikan Hak Milik atas tanah hanya diperuntukan bagiWNI. secara umum, penguasaan tanah oleh WNA Pasal 41 dan 42 UUPAyang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang: Hak Guna Usaha, Hak Guna Bagunan, dan Hak Pakai atastanah.b. Bukti menggunakan bahasa asingPada saat Penggugat memberikan bukti kepada majelis hakim, Penggugatmenyerahkan bukti menggunakan bahasa asing sehingga hakim tidakdapat mengetahui peristiwa yang ingin di sampaikan oleh Penggugat,sebaiknya kuasa hukum dari Penggugat mencari seseorang yang dapatmenerjemahkan bukti-bukti tersebut ke dalam bahasa Indonesia sebelumdi serahkan kepada majelis hakim.
E. KesimpulanBerdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan:a. Yang berhak memiliki tanah di Indonesia berdasarkan Undang-UndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Paraturan Dasar Pokok Agraria terkaitdengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN SKB adalah sangat jelasbahwa orang asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia, sehinggaupaya untuk membalik namakan sertifikat hak milik atas tanah yangberatas namakan WNI tidak dapat di kabulkan oleh hakim di karenakanpenggugat bukanlah WNI melaikan WNA.
b. Keabsahan kepemilikan tanah oleh orang asing di Indonesia dalampelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
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Dasar Pokok Agraria untuk orang asing memang tidak dapat memilikitanah di Indonesia tetapi adanya status kepemilikan tanah yang dapat dimiliki oleh orang asing sehingga bukan hanya WNI saja yang dapat diakuistatus kepemilikan tanahnya, tetapi WNA juga memiliki hak ataskepemilikan tanah, yaitu dengan  mendapatkan hak milik atas tanahkarena adanya juga peraturan baru yang di atur dalam PeraturanPemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan RumahTempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan DiIndonesia, namun tidak semua WNA bisa memiliki hak atas tanah.
F. SaranAdapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisanhukum ini adalah:a. Untuk dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia maka orang asing bisamendapatkannya apabila melalui pernikahan campuran di mana salahsatunya adalah WNI  sehingga terjadilah percampuran harta yangmenjadi harta berama.b. Salah satu cara lain orang asing dapat memiliki hak atas tanah diIndonesia yaitu dengan Hak Pakai. Tetapi orang asing tersebut harusberkedudukan di Indonesia terlebih dahulu untuk mendapatkan HakPakai tersebut.

G. Ucapan terimakasihPenulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telahmemberikan bantuan dan semangat, sehingga tulisan ini dapatdiselesaikan.
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